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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bertitik tolak dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan diatas maka, 

peran kepolisian sebagai penyidik dalam proses penyelesaian tindak 

pidana melalui sidik jari ( finger print) dapat dirumuskan beberapa 

kesimpun: 

1. Penyidik merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan 

apabila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana yang telah 

dilakukan seseorang, penyidik polri mempunyai wewenang dalam 

mengambil sidik jari seseorang. Alat bukti sidik jari merupakan 

alat bukti keterangan ahli 

Pasal 186 kuhp menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah 

apa yang seorang ahli nyatakan dibidang pengadilan 

2. Dalam system peradilan pidana polisi merupakan pintu gerbang 

untuk dapat atau tidaknya seseorang masuk dalam peradilan 

pidana,  salah satu dari kewenangan yang diberikan oleh kuhp 

adalah melakukan upaya paksa yang 

meliputipenangkapan,penahanan,penggeledahan,penyitaan,dan 

pemeriksaan surat. 

3. Petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam 

mengolah tkp guna mengumpulkan bukti dalam penyidikan 

selanjutnya, kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi 
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merupakan unsure penting dalam mencari bukti. Petugas 

identifikasi juga wajib dibekali kemampuan-kemampuan khusus 

dalam melakukan penyidikan di tkp untuk mengumpulkan bukti, 

oleh karena itu tidak semua polisi diberikan kewenangan dalam 

melakukuan penyidikan. Kelengkapan peralatan juga sangat 

menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti. 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan masalah penelitian, maka 

penulis mencoba memberikan saran – saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya kesadaran personil identifikasi di kewilayahan akan 

kegunaan sidik jari agar dapat mengirimkan kartu sidik untuk 

direkam/ disimpan kedalam database sidik jari polda gorontalo  

sehingga tidak terjadi penumpukan kartu sidik jari disatuan 

kewilayahan yang terkadang dimusnakan. 

2. Diharapkan perhatian khusus pimpinan dalam meningkatkan 

kemampuan perorangan personil identikasi dalam pencarian alat 

bukti sidik jari melalui latihan pada tingkat kewilayahan maupun 

pada tingkat polsek 

3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan kegunaan alat 

bukti sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana, hal ini 

dikarenakan pada umumnya masyarakat ingin menyaksikan apa 

yang telah terjadi dan tanpa sepengetahuannya dapat 

mengakibatkan hilangnya jejak pelaku bahka rusaknya sidik jari 

latent karena terhapus atau tertumpuk oleh masyarakat saat 
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menyetuh atau memindakan barang-barang yang mungkin 

terpegang oleh pelaku kejahatan 
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